
a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, 
akuntabilitas dan trasparansi pengelolaan hibah dan 
bantuan sosial yang bersumber dari anggatan pendapatan 
dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan 
Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun ~O 11 ten tang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertangungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah 
Kabupaten Bengkalis beserta perubahannya, sehingga perlu 
diganti; 

b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan urusan 
pemerintah daerah dan melindungi · dari kerrrungkinan 
resiko sosial, perlu adanya prosedur penganggaran yang 
efektif dalam merencanakan bantuan hibah dan bantuan 
scsial: 

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 ten tang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dae rah, menyatakan bahwa tata cara 
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
pertangungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan 
evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur didalam peraturan 
kepala daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negera Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 25); 

BUPATI BENGKALIS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING 

DAN EV ALU A SI HIBAH DAN BANTU AN SOSIAL 
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BENGKALIS 
NOMOR 40 TAHUN 2015 

'BENGKALIS BU PAT I 



. ' . 

7 .': Per~turan Pemerintah .Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); · 

8. Peraturan . Pemerintah Nomo:r< 79 ··.· Tahun 2005 -, tentang 
Pedoman Pedoman .•· Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah . Daerah (Lembaran Negara 
Republik' Indonesia Tahun 2005 Nomor ·· 165, Tambahan 
Lembaran Neg¥a Republik Indonesia Nomor 4593); ··· 

9. Peraturan Pem~r:iI1tah Nomor 63 Tahun 2008 · tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang .tentang Yayasan (Lembaran 
Negara" Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4894); 

10~ Pera_turan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
<··st:arldar Akuntansi PemerintahIl.embararr Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik.Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah [Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun .2012 
Nomor 5,<Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

2. Undang-UndaJJ.g Nomor 16 Tahun./~001 tentang Yayasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4132) .sebagaimana telah diubah · dengan Undang­ 
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang .· Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor ;·16 Tahun .2001 tentang Yayasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·2004 Nomor 
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4430) r, · · ,. · · · -. · 

· 3. .Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
· (Lembaran 'NegaraJ~epublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
4 7, Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 

.· .. 4286); ··•·· :'·: . . '· 
4. Undang-Undang .. Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan .Negara (Lembaran Negara . Republik · 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara R,epublik Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Noll1or 17 T~l.ln 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Repl}bliklndonesia.Nomor5430); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahhn 2014 tentang Pell1erintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
NOIIlor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dengan Undang- Undang Nom6F9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua .atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah . Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lerribaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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Dalam Peratu~ Bupatiini y~g Ciimhl{sud dengan : 
ff -Perneririhili ~ . olerah. a~ialah Bupati Bengkalis 

Perangkat Dae~ah sebagai · unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

···· Daerah adalab Kabu paten Bengk~is 
bewan • Perwakil~ Rakyat Daethli yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 

-<<Daerah ·sebagai ... unsur .penyelenggara Pemerintahan 
· ···· · .. Kabupaten · Bengkalis, · ; ... - · · 

. ' 

TATA CARA PE'NGANGGARAN, 'PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN~'.-·/: PERTANGGUNGJAWABAN; DAN 
PELAPOAAN SERTA MONITORING DAN. EVALUASI 
PEMBERIAN HIBAH DAN -BANTUAN. SOSIAL PEMERINTAH 
KABUPATENBENGKALIS. 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2d10 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan . Barang/.Jasa Pemerintah, 
sebagaimana. telah .. ·· dirubah .. terakhir dengan .Peraturan 

. >: Presiden Nomor 4 ·Tahun 2015 'tentang Perubahari Keempat 
Peraturan PresideI1. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/-JasaPemerintah; . 

. ,~eraturan::Menteri<Dalam ·~l\iegeri: .. Noriior 13 ·Tahun 2006. 
tel1_tang _ Pedoman Pengelolaan Keuangan · .· Daerah; 
sebagaimaria ' telahidiubah beberapa .kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri .Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 .· 
tentang Perubahanj.Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor" 13 < Tahuri" 2006 tentang Pedoman 

". Pengelolaari Keuangan Daerah; 
P~raturan Menteri;:.nalam Ne~eri N?mor 32 .Tc.iliun 2011 

> teritang. P('!dm:nan·····Pemberiair?Hibah'..·dan .. Bantuan .Sosial 
yang Bersumber dari • Anggaran Pendapatan · dan Belal1ja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri , Nol!lor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Peraturan Meriteri ·. 'Dalfiln Negeri Nomor. 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan BelanjaDaerah; . -: ·· 

P~faturan :Daerah Kabupaten · Bengk~s Nomor 03 Tahl:l~ 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan ·. Keuangan, 
sebagaimana telah > diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten; Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 • tentang 
Perubahari+Atas Peraturan Daerahi'Kabupateri .. Bengkalis 
Nomor 03 .Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 



4. Bupatiadalah Bupati Bengkalis. 
5. > Sekretarls Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bengkalis. 
6. Organisasi dan Tata Kerja. Satuan Kerja Perangkat 

=Daerah ··Kabupaten .Bengkalis ·· adalah · seluruh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Yang dibentuk oleh Bupati 

'dengan persetujuan bersama ·· DPRD sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7 .. :Keuangan Daerah adalahsernua .hak dan kewajiban · 
daerah .: dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang dapat dinilai dengan · uang termasuk 
didalamnya · . segala ·. bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hakdan kewajiban Daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan . Belanja Daerah yang 
selanjufuya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

.. disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 
· dan 'ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 
kegiatan ... yang··. meliputi. perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengaw3:san keuangandaerah. 

10. Pejabat >. Pengelolaan . Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Bagian 
Keuangan Sekretariat Daerah . yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

·. sebagai BendaharaUrnum Daerah. 
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah Bagian Keuangan 
· .pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang 

melaksanakan pengelolaan APBD. 
· 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna 

.Anggaran/Barang .. ·• 

13. Tim AnggaransPemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 
Keputusari'KepalaDaerah·dandipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang .. mempunyai tugas menyiapkan serta 

· melaksanakan kebijakan · Kepala Daerah dalam rangka 
penyusunan APBD. yang anggotanya terdiri dari Pejabat 
PerencanaDaerah, PPKD .dan' Pejabat lainnya sesuai 

· dengan 'kebutuhan. 
14. Rencana Kerja.dan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan 
anggaran Sekretariat Daerahj Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Benda.hara Umum 
Daerah, 



15. .Rencana Kerja 'dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan 
dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan 
anggaran SKPD. 

16. : Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjuttlya 
-_ .:disingkat DPA-PPKD . .merupakan dokumen 

__ pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 

17 .. Dokumen Pelaksana Anggarari SKPD yang selanjutnya 
· disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang 

memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang 
digunakan .. sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran. '.: -- -.-- --__ - - -- ·-.- 

18. Hibah a:cihlah pemberian __ - tiahg/barang atau . jasa 
kepada instansi vertikal di daerah, pemerintah daerah 

- lain, perusahaan __ - daerah, . badan, lembaga dan 
· organisasi . l{_emasyaral{atan, yang • secara spesifik telah 

- 'ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak · wajib - dan 
.tidak mengikat, serta tidak secara terns menerus yang 
bertujuan untuk menunjang -- penyelenggara urusan 
Pemerintahan Daerah .: dengan __ memperhatikan 

_-kerD.ampuan keuangan daerah. ' ·- · - 
N~skah Perjanjian Hibah. -- Daerah yang selanjutnya 

-. disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah 
Daerah antara Pelilerintah Kabupaten Bengkalis 
dengan: Penerima Hibah yang _ didanai melalui APBD 
kabupaten Bengkalis. - - - - 

20. Bantuan Sosial adalah --pemberian bantuan berupa 
uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, 
keluarga; ----.- __ kelompok - dan/ atau < masyarakat yang 
sifatnya tidak secara terus menerus dan -selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 
terjadinya resiko sosial .. _ _-- _ -. : _ _ _ 
Resiko sosial _ adalah<kejadian: atau ·--- peristiwa yang --_-- _ 
dapat menimbulkan .. potensi terjadinya .kerentanan -' - 
sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 
kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak .krisis 
sosial, · krisis .ekonomi, krisis._politik, fenomena alam 
da,n bencana alarn yang jika tidak diberikan belanja - · 
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat 
hidup dalam kondisi wajar. 
Organisasikemasyarakatan .adalah organisasi yang _ 
dibentuk _- oleh -- anggota . masyarakat warga negara -- '.' 
Republik Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan 
kepercayaan .terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk 
berperan serta __ -da1am·-•p(!mbangunan untuk mencapai 
tujuan -- nasional dalam -- wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat 
nasional dibentuk berdasarkan --ketentuan perundang- 
unclangan. - 

5 



. - -. 

b. tidak wajib, tidak mengikat dari tidak terns menerus 
setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan Jain oleh 
peraturan perundangan-iindangan; · · 

memenuhi persyaratan penerima hibah. 

Bupati dapat memberikan hibah sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 
Pemberian hibah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), 
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan 
belanja urusan pemerintaha11 wajib dan urusan 
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam 
ketentuan peraturan perundang- undangan; 
Pemberian hibah sebagimana dimaksud pada ayat (1), 
ditujukan untuk menunjang. pencapaian sasaran 
program dan kegiatan . Pemerintah · Daerah dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, 
dan manfaat untuk masyarakat; 
Pemberian hibah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. peruntukan secara spesifik telah ditetapkan; 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
'Umum 

BAB III 
HI BAH 

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat 
berupa uang, barang atau jasa., · 
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dapat berupa uang atau barang. · 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi 
pemberian Hibah dan · Bantuan Sosial yang bersumber dari 
APBD. 

Pasal 2 

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana 
.pekerjaannya direncanakan, · · dikerjakari · dan/ atau 
diawasi sendiri oleh K/L/D /I sebagai 
pertanggungjawab anggaran, instansi · pemerintah lain 
dan/ atau kelompok masyarakat. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 
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Pasal 6 

(1) Hibah ····kep8.d.a· . ·pemerintah<'···· pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a dilakukan 
dengan keterit:l.lan sebagai .berikut : 
a. hibah dimaksud sebagai penerimaan negara: 

dan/atau 

:- . .. ··.· 

a. · .. Pemerintah pusat; 
K: Pemerintahdaerahlain; 
c. Badan usaha milik daerah; dan atau 
d.' Badan, Iernbaga, dan 'org~isasi ke~as~arakata.ri 

yang berbadan .hukum Indonesia. 
Hibah (.!'kepada pemerln~ ··· pusat · sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf -a, .• diberikan kepada 
sa1:uan ;kerja. dari · kementeriarr/Iembaga pemerintah 
non kementerian yang wilayah .kerjanya berada dalam 
wilayah · Kabupaten Bengkali~, iyang. bertujuan untuk 
menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi 
pemerintah daerah. . .· . · . 

(3) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada 
daerah persiapan. ·pemekaran .: baru dan/ atau daerah . 
otonom · baru hasil pemekaran daerah sebagaimana 
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, memiliki · tujuan untuk dukungan 
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
layanan dasar;umum. 

(4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana 
dililaksud .pada ayat (1) huruf .c, ?iberikan kepada 
badan usaha .milik' daerah dalam rangka penerusan 
hibah yang cliterima oleh pemerintah daerah dari · 
pemerintah · sesuai .dengan . peraturan .. perundang- .· ·. 
u.Ildangan · yang berlaku, memiliki . tujuan untuk 
menunjang peningkatan pelayanankepadamasyarakat 
dan peningkatan kinerja. ., · · 

Hibah •. . kepada . . ·. badan, ,• lembaga, . organisasi 
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf d, diberikan kepada badan, lembaga, organisasi 

.kemasyarakatan . berbadan .hukum Indonesia yang 
dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang- ·. · 
undangan, meliputi badan/lembaga/ organisasi semi 
pemerintah, dan badarr/Iembaga/ organisasi non 
pemerintah. · 

Pasal s ·· 
•.·•(1) .: Hlbah:dapatdiberikEln kepada: 

(5) Kriteria pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b adalah sesuai. dengan hierarki 
peraturan perundang-undangan. · 
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Pasal 8 

Pemedriuih pusat, pemerintah daerah lain, badan 
usaha rnilik daerah, badan, lembaga, dan organisasi 
kemasyarakatan ··. dapat. •..... mengajukan permohonan 
usulan hibah secara tertirlis .kepada Bupati · melalui 
SKPD/Bagian terkait sebelui:n dilakukan pembahasan 
KUA dan PPAS oleh TAPD. 
Surat'.k~rmoho~an sebag~ana-d.im~sud•···pada ayat 
(1) di.Iengkapi dengan · proposal, persyaratan 
administrasi dan dokumen teknis belanja hibah 
disampaikan dan diadministrasika!l/ dicatat · melalui 
bidang yang melaksanakan fungsi .: ·surat· ... .masuk pada 
SKPD ·terkait atau Bagian Kesejahteraan · Sekretariat 
Daerah Kabupaten Bengkalis. 

.Bagian Kedua 
·. Permohonan 

· ·.• ••.c._:t~lah•···t~tciiif'taI":B~aa Perrierintah_:·Kabupaten ···Bengk~is· 
·-. sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali .ditentukan 
• .lain oleh peraturan perundang-undangan; 

d.;berkediidukan "daJrun ··wiI~yah ·• adininistrasi 
:-'/Bengkaiis; · · ·· · · · · · · · · ··· · · ··· 

e .: · memilikisekretariat tetap/kantor; 
f. memilihl/mengu~sai . tanah yang sah apabila kegiatan 

_ yang diajukan merupakan 'pekerjaan konstiuksi; ·· · · 
g .. ··:rriemili.ki' . . -rekening .. . bank>..... atas nama 

instansi/badan/lembaga/ organisasi. . 

:·.::·· .; 

a, : berbadan .hukumIndoneeia; 
b. memiliki kepengurusan yangjela~,·sah dan tldak ganda; 

... .;.... . ·· .. · ·. ·. . .· .. _, · .. ' . . '•• . .. . .· .; . 

Hibah . · kepada organisasi 
kemasyarakatan sebagaimana. diinaksud dalam Pasal 5 

. . . .. ayat ( 1) .huruf .d diberikan dengan , persyaratan sebagai 
· ··· •· berikut: · · 

hanya 'untuk mendanai kegiatan dan/ atau 
penyediaan barang danjasa yang tidak 'dibiayai dari 
Anggaran Pendapata:1 dElll Belanja Negara .. 

Hibah ') .kepada · pemerintah pusat sebagaimana 
,,. dimaksud pada ayat (l)dilaporkan Pemerintah Daerah 

, kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan 
· .. ···.··.Menter} Keuarigan Republik Indonesia setiap .akhir 

.' tahun anggaran; . . . . .. 

· .. Hibah> ·. kepada pemerintah pusat sebagaimana 
·· dimaks~d pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui 

mekanisme APBD.·dan/atau APBN sesuai 
perundang- tmdangan. 



. ·. ' . 

bidang pemberdayaan perempuan .: dan ', keluarga 
berencana dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan 
Perempuan >dan·.Keluarga .Berencana Kabupaten 
Bengkalis; · ·· · ·· · 

bidang .keagamaarr/peribadatan .dan bantuan 
pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian 
Kesejahtaraan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bengkalis; 
bidang · 'kepemudaan, • olah. raga, seni budaya dan 
pariwisata · dilaksanakan . oleh . Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, . Pemuda dan Olah ).Raga Kabupaten 
Bengkalis; .. · · 

L • - , • 

Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan melalui SKPD/Bagian sesuai dengan 
bidang penyelenggaraan -. ·urusan pe:rrierintahari 
meliputi: 
a. bidang pendidikan termasuk pendidikan menengah 

dan pendidikan tinggi dila.ksanakan oleh Dinas 
Pendidikan Kabupaten Bengkalis; · ·· · 
bidang. kesehatan dilaksanakan oleh . 
Kesehatan Kabupaten Bengkalis; 
bidang 'pekerjaan 'urnum dilaksana.kan oleh Dinas ·'" 
Pekerjaan UmumKabiipaten Bengkalis; 
bid~g tata kota, ··cita.··. ruang .dan p~i:nukiman' 
dilaksanakan oleh Dinas T~ta Kota, Tata Ruarig dan 
PemukimanKabupaten Bengkalis; .. ' >. · 

bidang .lingkungan hiclup dllaks~akan. oleh Badan . 
Lingkungari Hidup Kabupaten Bengkalis; · 

sebagaimana 'dimaksud 
cap . stempel dan 

·. (3) Permohonan dan 
pada ayat (2), clibubuhi 

'ditandatanganioleh: 
a. pimpinanyketua Zkepala atau .· sebutan 

· instansi/ satuan kerjabagi pemerintah pusat; 
b. kepala daerah bagi Pemerintah Daerah lairi; 

drrekturutaIIla atau sebutan lainbagi badan usaha 
.tnilik daerah; · · · · ·· · 

ketua dan sekretaris atau sebutan lam bagi badan, 
lembaga dan organisasikemasyarakatan. · : 

SKPD/Bawan sebagaimana dimal{sud pada ayat (2) 
-. ···•"melakt.ikan· penyeleksian >:terhadap ) ·· permohonaI1, 

· dokumen : proposai, persyaratan administrasi dan 
dokumen. teknis usulan hibah untuk selanjutnya 
disampaikan kepada Bupati dan apabila terdapat 
ketidaksesuaian , antara surat permohonan dengan 
dokumen proposal dan/ atau . tidak memenuhi 
kelengkapan . persyaratan secara administratif maka 
surat permohonan dan/ atau dokumen proposal 

.dan/ataupersyar~tail administrasidanj'atau dokumen . • 
teknis usulan hibah dikembalikan kepada pemohon 

'. yang bersangkutan. 
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1. bidang otonomi daerah dan pemerintahan 
dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Bengkalis; · .· · 
bidang sosial, kesejahteraan sosial dan panti 
asuhan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten 
Bengkalis; 
bidang ketenagakerjaan ... dilaksanakan oleh .. ·.Dinas 
Tenaga Kerja - dan Trarismigrasi Kabupaten 
Bengkalis; · 

1. bidang koperasi dan usaha . kecil menengah 
dilaksanakan oleh ·.Dinas Koperasi, Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah Ka bu paten Bengkalis; 

/-hi~ bidang politik · dalafu negeri dilaksanakan oleh 
· Badari Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Bengkalis; 
bidang . pertahanan dan ·keartlanaI)., ketertiban 

. umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan 
oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Bengkalis; 

. o. bidang ·•· perusahaan daerah dilaksanaka:n oleh 
Bagian ·· Perekonomian · Sekretariat Daerah 

.. Kabupaten Berigkalis; - ·..• .. . -••· - . 
p. 'bidang ..... ketahanan . pangan - clan. penyuluhan 

· dilaksariakan oleh · Badan Ketahanan Pangan dan - 
· · ·· '. Penyuluhan Kabupaten _Bengkalis; 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 
dilaksanakan oleh - . Badan .: Pemberdayaan 

.· Masyarakat · dan Pemerintahan ·- Desa Kabupaten 
Bengkalis; 

r. bidang perpustakaan dilaksanakan oleh Badan - 
Perpustakaan Umum, . Arsip - .dan Dokumentasi 
KabupatenBengkalisj .•. · ··. 
bi dang ~ertallian · daii. peternakan dilaksanEtkan oleh 
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten 
Bengkalis; 
bidang ·. energi _ dan ·. sumber · daya .- mineral 
dilaksariakan oleh Din.as Pertambangan dan - Energi 
Ka bu paten Bengkalis; .. _ . 

u. bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Bengkalis; · 
bidang perkebunan /<lan kehl.ltail.~ dilaksail.akan 
oleh Dinas Perkebunan dan Kehl.ltanan Kabupaten 
Bengkalis; 

w. bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan 
oleh Dinas . Perhubungan, _ ', Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Bengkalis; 



~ . - . . 

d. bentuk .. kegiatan, berisi uraian tentang · kegiatan 
yang akan dilaksanakan.oleh .• calonpenerima hibah; 

e. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang 
waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh calon penerima .hibah; 

f. rincian kebutuhan · anggaran/rencana . angaran 
biaya, berisikan uraian tentang perhitungan 
mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan 
termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan 
serta .kebutuhan lairinya; 

Apabila kegiatan yang cliajulffin berupa pekerjaan 
. konstruksi maka rencana .anggt;tran biaya sebagaimana 

•. dimill<sud pada ayat ( 1) . huruf ·J . harus - dibuat dan 
. . .ditaridatariganl. oleh badan usaha atau perorangan 
· >'yang memiliki kompentensidalam bidang konstruksi. · 

· Proposal •untl.lk: permohonan '.hibah ·· berupa barang 
paling sedikit memuat: 

. '- --- .. 

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran 
umum mengenai fakta-fakta .dan permasalahan­ 
permasalahan yang melatarbelakangi 
dilaksanakannya kegiatan .dan diajukannya usulan 
hibah oleh calon penerima hibah; < 
maksl.ld dan tujuan, ··berisi··.1.iraian .. tentang maksl.ld. 
dan tujuan dilaksanakannya kegiatan. yang akan 
dibiayai' oleh .dana hibah; · ·· 

·aoiilisiil·:. sekretariat (rirgarii~asi··· 'k:erriasyarakatar!): 
b~risi uraian ten tang keberaciaan/ alamat sekretariat 
dari · organisasi kemasyarak~tan·.·yang mengajukan 
usulan hibah 'dan nomor> telepon ·. yang dapat 
dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; 

Permohonari hibah berupa uang paling sedikit .memuat: 

Pasal 9 

11 

x. bidang ···.••.. perindustrian 
dilaksanakan oleh ·· Dinas Perindustrian 

··.···•·· .. J>~rda~angan KabupatenBengkalis; '. 
·.·. Dalam· rangka melakukan :'penyeleksi~ terhadap 

· permohonan, . .. 'dokumen proposal, · persyaratan 
.administrasi dan • dokumen .: teknis . usulan hi bah 
sebagaimana .ciimGlksud · pada ayat (4), Kepala 
SKPD /Bagian dapat membentuk tim · seleksi usulan 
permohonan hibah. · · 

.Format surat permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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a. latar Belakang, berisi uraian tentang gambaran 
umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan­ 
permasalahan yang melatarbelakangi 
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan 
hibah oleh calon penerima ·hibah; 
maksud dan tujuan r berisiruraian tentang maksud 
dan. tujuan .•. · diajiikannya .. permohonan ·.hi bah oleh 
calon _ . penerima hibah · · kepada Pemerintah 
Kabupaten; 

- susunan .' :-kepengurusan .. .. {lembaga/organisasi 
kemasyarakatan), berisi ·. llt-aian tentang . susunan 
pengurus · dari · Iembaga/ organisasi kemasyarakatan 
yang mengajukan usulan hibah; 
domisili sekretariat (lembaga/ organisasi 
kemasyarakatan), berisi uraian ten tang 
keberadaan/alamat sekretariat dari 
lembaga/ organisasi kemasyarakatan · yang 
mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang 
dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila 
dibutuhkan; · 

e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, _ berisi 
uraian ten tang •· jenis dan ·. jumlah barang yang 
dimohon oleh calon penerima hibah kepada 
Pemerintah Kabupaten; 

f. jadwalpelaksanaan kegia1:aIJ., berisi uraian tentang 
waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan 
dilaksanakan · oleh calon penerima hi bah. 

(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) bagi badan, lembaga dan 
organisasi kemasyarakatan · meliputi: 
a. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau 

dokuillen lain yang dipersamakan; 
surat pemyataan tanggungjawab; 
Nomor PokokW~jib Pajak (NPWP); 
surat keterangan dornisili lembaga 
desaykelurahansetempat; 
lZln. operasional/tanda · - daftar lembaga/tanda 
pengesahan dariinstanai yailgberwenang; :_ 
salil1~/fotoc~py kartu tanda pedudukyang masih 
berlaku atas narna ketua, sekretaris dan bendahara 
atau sebutanlain;dan 
sallnan rekening bank yang masih aktifatas nama 
badan, lembaga .atau organisasi kemasyarakatan 
penerima calon penerima hibah. 

(5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan (3) tercantumdalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. - 



>Format ha~il pertimbangan .TAPD. : belanja hibah 
< sebagalmana.dimakeudpada ayat {I],. terlampir .. dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Rekomendasi Kepala SKPD /Bagian dan pertimbangan 
TAPD sebagaimanadim~sud dalam Pasal 11 ayat{2) 

·. .dan ... · •. ay~~ /;(3) · ... ·menjadi dasar pencantuman alokasi 
· >Langgaran_-hibah dalam.l{UA dan.PPA~. ···.••- 

... · (2)' PencantuIJ1an alokasi anggaran seba~ai~ana dimaksud 
.pada .ayat (1), meliputianggaran hibah berupa uang, 

, barang danyatau jasa .. 
. : ·. ' ".:· ~ . .. . '~· •' ,· ' ' ' . ' . 

Pasal 12 

: ' .. · 

/SKPD/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 8 
ayat (5) m~lakukan evall.:lasi terhadap usulan hibah 
dalam bentuk 'uang, barang danj'atau jasa. · 

• ... '' • ",'' .·.' •• '' ' -;.': ' '·. < • 

Kepala SKPD/Bagian .· sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa 
rekomendasi .beserta daftar nominatif ca1on penerima 
hibah dan besaran hibah .kepada Bupati melalui TAPD 
untuk mendapat pertimbangan dengan tembusan 
Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah 
Kabupaten Bengkalis, Kepala Bagian Keuangan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis selaku PPKD 
dan .Inspektorat Kabupaten Bengkalis . 

. . (3) TAPD me~berikan pertimbangan atas rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan 
prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 
TAPD menyampaikan pertimbangan .atas rekomendasi 
SKPD disertai daftar nominatif calon penerima hibah 
kepada Bupati. 
Format · hasil evaluasi . · berupa rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampir dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari · Peraturan · Bupati ini. 

-: Penyarripaian permohonan hibah meniperhatikan jadwal 
dan · · tahapan proses penyusunan APBD · dan Perubahan 

.APBD.··· 

Pasal 11 

Pasal 10 

13 



· · •···•·· ( 1) Hibah. berupa uang . sebagaimana . dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja 
tidak langsung, jenis belanja hibah obyek belanja 
hibah, dan rincian belanja hibah pada PPKD. 

Pasal 15 

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. 
(2) Hibah ·berupa barang atau jasa dicantumkan dalam 

RKA;_SKPD. 
RKA.:.PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi 'dasar penganggaran 
hibah dalam·APBD. 

Pasal 14 

Bagian Keempat 
Penganggaran 

Dalam rnelaksanakan evaluasi . usulan permohonan 
hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), 
Kepala SKPD/Bagian membentuk tim evaluasi usulan 
permohonan hibah. · 
Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melaksanakan evaluasi permohonan hibah • meliputi 
aspek legalitas dan administratif serta substansi 
kegiatan, kewajaran dan kepatutan biaya yang 
diusulkan. 
E\Taluasi aspek legalitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) .yakni ·· dengan meneliti kebenaran dan 
keberadaan calon penerima hibah. 
Evaluasi aspek administratif sebagaimana dimaksud 
pada .ayat {2) yakni dengan meneliti kebenaran dan 
keberadaan dokumen proposal. · 

.Evaluasi .aspek substansi, •kewajaran dan kepatutan 
biaya sebagaimana dimEtksud pada ayat (2) yakni 
dengan meneliti kesesuaian kegiatan yang diusulkan 
dengan program/kegiatan -. SKPD /Bagian dan/ atau 
tidak tumpang tindih dengan (· program· kegiatan 
SKPD/Bagian serta kewajaran >clan kepatutan atas 
setiap komponen biaya yang diusulkan berdasarkan ' 
standar biaya sesuai dengan .•· ketentuan peraturan 
perundang- undangan atau biaya· yang berlaku umum 
di lingkungan Pernerintah Kabupaten Bengkalls. 
Basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat .· (2) 
dituang~ dalam Berita Acara Basil Evaluasi untuk 
selanjutnya disampaikan kepada Kepala · SKPD /Bagian 
sebagai bahan pertimbangan penerbitan .: rekomendasi 
dengan format mit1.imal sepagaimaI1a tercantum dalam 
Lampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. · · 

Pasal 13 

14 



·. . 
f. tata carapelaporan hibah. 

(3) Bupati dapat merrunjukpejabat yang diberi wewenang 
untuk menandatangani NPHD melalui Keputusan 
Bupati. 

(4) Pembuatan NPHD dilakukan oleh Kepala SKPD/Bagian 
selaku pemberi rekomendasi. 

~ . . 

.: -. PasaI17 . 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang 
ditandatangani .• bersama ·· oleh 'Bupati dan penerima 
hi bah. . 

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
ketentuan mengenai .: 
a. pemberi dan penerima hibah; 
b. tujuan pemberianhibah; 
c. besaran/rirician penggunaan hibah yang akan 

diterima; 
d. .hak dan kewajiban; 
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 

: ', :.,. : 

·· Pasal,16 · .. 

··.·Pel~~ rui~hibah berupa uang berdasarkan 
atas .DPA-PPKD dan DPPA .PPKD. 
Pelaksanaan : 'anggaran hibah barang ... atau 
berdasarkan atas DPA-SKPD dan DPPA SKPD. 

ParagrafI .. · 
.. Pelaksanaan 

. . 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah, 
sebagaimanadimaksud padaayat (1) meliputi: 
a. Pemerintah; 

.'- ··'--"· 

b. Pemerintah daerah lain; 
c. Perusahaan •. daerah; 
e. Badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan. 

(3) Hibah berupabarang atau jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2), dianggarkan dalam kelompok 
belanja Iangsung yang diformulasikan ke dalam 
program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis 
belanja barang dan .jasa, obyek belanja hibah barang 
ataujasa danrincian obyekbelanja hibah barang atau 
jasa yang diserahkan 'kepada pihak ketiga/masyarakat 
pada SKPD. 



menyiapkati rancangan . Keputusan . Bup1H). 
ten tang daftar penerima hibah dalam bentuk uang · 
berdasarkan Peraturan · Daerah . ten tang APBD dari 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta 
mengajukan .rancangan .tersebutkepada Bupati melalui >' 
Bagian :-'Hllk:tim ·.-· .dan HAM°' __ _:'Sekretariat 'Daeraht": 
Kabupaten Bengkalis, 
SKPD /Bagian terkait memberitahukan kepada calon 
penerima -hibah tentang angg~an - belanja hibah Yang 
akan diberikan . sesuai dengan Peraturan Daerah 
tentang_APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBD dan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar. 
penerima hibahdalam bentuk uang. · - · 

SKPD/_13agian terkait meilyiapkan _ NPHD _ 
·. memproses · penandatanganant~PHD. dimaksud .. sesuai 

- bidang tugasnya - 'dengan memperhatikan : tahapan 
penandatanganan secaraberjenjang, 

• 4" 

Penyiapan raricangan NPHD - dan penandatanganan 
NPHD sebagairrlana· dimaks11q.pada ayat (3) disusun 
berdasarkan hasil evaluasi. \isulan . pencairan · dana · 
hibah dari penerima hibah yang .telah ditetapkan dalam 
Keputusan Bupati. 
Rancangan NPHD sebagaimanadimaksud pada ayat (4)­ 

.diverifikasi·-.- .. ·--•.· oleh .. ·-SKPD /Bagian terkait pemberi ; 
rekomendasiinelipliti: · - .. ·- ·._ 

. -- ', ·''' 

Daftar penerima hibahbeserta .besaran uang .atau jenis · -. 
barang atau jasa yang . akan - .dihibahkan ditetapkan 
dengan -, Keputusan Bupati .pe~dasarkan Peraturan .• 
Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang' 
Penjabaran APBD. -, 
Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada · 
ayat ( 1 frrienjadi .dasar. penyaluran / penyerahan hibah. - 
Penyahrran/penyetciliarrhibah·_d~ Pemerintah ·naeraJi·'· .. 
kepada · penerima .: hibah >_ --dilakukan setelah 
penandatanganan NPHD. 
Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud 

.. -. - padaayat: (1) tercantum .dalanJ. Lampiran III yang 
inerupakan · bagian ·· tidak . tel-pisallkan dari Peraturan ··<· 
Bupatiini.. 

NPHD sebagaimana dimaksudi.pada ayat (1) dibuat 
9-alam rangkap 2 (dua),.bermat,er::U cukup. 
Fo~at NPHD sebagaimana diriia.ksud pada ayat (1) 
tercantum 'dalam Lainpiran III yang merupakan bagiari 
tidakterpisahkan dari PeraturanBupati ini. ·· 



Pasal 21 

Tata cara penatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam 
bentuk uang dan barang/jasa berpedoman pada Peraturan 
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan .. 

·· . Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten · 
· :'.Bengkalis. 

Paragraf2 
Penatausahaan 

Pasal 22 

P~nerima belanja hibah beru:Pa' iiaiig 'maupun barang/ jasa 
•: bertanggungjawab · sepenuhnya::>·;-·atas kebenaran dan 

ikeabsallan dokumen .persyafatari::._baik substansi maupun 
· materiil. 

SKPD/Bagian pemberi rekomendasi penganggaran .. 
hibah menyiapkan . rancangan .. Keputusan Bupati 
tentang daftar .. · penerima hibah dalam bentuk 
barang/ jasa sesuai bidang . tugasnya sebagaimana · .. ··.· ... 
dimaksud dalam Pasal : 11 ayat (1) . berdasarkan · 
Peraturan Daerah tentang Af>J3P dan Peraturan Bupati 
tentang .; Penjabaran APB[). serta · mengajukan . draft 
tersebut kepada Bupati melalui Bagian Hukum dan · 
HAM Sekretariat Daerah .Kal)up~ten Bengkalis. · 
SKPD/Bagian terkait<melri.berltalnikan kepada calon 

' penerima hibah ten tang 'anggaran belanja hibah yang 
·· akan diberikan sesuai ···. dengan .· Peraturan Daerah 
tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBD dan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar 
perierima hibah dalam bentuk barang. · 
SKPD /Bagian terkait rnenyiapkan NPHD dan 
memproses penandatanganan NPHD dimaksud sesuai 
bidang tugasnya dengan : .. :rhemperhatikan · tahapan 
penandatanganan -; secara.•.berjenj~g. 

Pasal 20 

kesesuaian pagu anggaran dengan · · 
pencairan; 

· b. kesesuaian rencana ... penggunaan 
kegiatan 'yang diusulkan; 
kewajaran . dan •kepatut:fin:'::> biaya yang akan 
digunakan berdasarkan sta.D.dar biaya yang berlaku · 
atau · biaya · yang be:rlaku >umum ·. di lingkungan. .· .. 
Pemerintah KabupatenBengkalis; 
kebenaran dokumen pencairan ... 

17 



1 )···~"kenerini8. hibaji'[·J;eiupa.· uang ··Ill~rig~jukan ·permohonan .· 
' 1·i pencairan kepada .Bupati melalui SKPD /Bagian· terkait 

· pemberi rekomendasi dengan .>format sebagaimana 
tercantum dalamLampiran III dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. · · 

Proses .pencairan hibah berupa uang dilaksanakan oleh 
.SekretarisDaerah berdasarkan .suratynota permintaan 

.. · · ... · ·penerbitan•·····•~J>P:'dan> SPM · cla.r(i.SKPD /Bagian terka_it 
... · .. sebagaimana' <-dirriaksud'·· .. :·pada.(.>ayat .(1),. dengan 

melengkapi persyaratan 'administrasi meliputi: 
Hibah uri~uk pemerintah pJsat dan pemerintah 
daerah lain, .terdiri · dari: 

suratpermohonan pencairan hibah; 
··sruinal"lNornorPokok Wajik Pajak (NPWP); 

( lh Pencairan .hibah. berupa uang didasarkan pada 
.. ·· : , .. DPA/DPPA:f>PKD dan NPHD. . 

... · (2) ~ rPencruran hibab clhlam bentuk uang dilakukan dengan 
•. ::_ .mekanisme pernbayaran 1angsung(LS) dan disalurkan 

; }~ melalui ' rekening Kas Umum Daerah ke rekening bank 
· .. · penerima hibah. · 

(3) ·<Pencairan.hibBh b~rupa uang sebagaimana dimaksud 
L;:L;,;cpada ayat (1) dan ayat (2), t(!rlebih dahulu diteliti 
c-; ;,·~<··administrasi ,;;kele!lgkapan dokumen ·. hibah 

.. ··•·• .'c§:~-~;::oleh Bendahar~ PPKD dan PPK.:J>rK~. 
· (4) ~·Proses pencairari hibah dalam bentuk uang 

> 'sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) dan ayat (2), 
.. \}' .· -dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna ·· 
.. · Anggaran DPA/J)pPA~PPKD . 

. (5). ;,.Sekretaris ·Daer~ selaku f'en$Una Anggaran. DPA~ 
·.:~·X.;f.>PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkari 

·:<:t;;:.· dengan ..... ·.···Keputusan : .Bupati \ .• teI1tang. ··Pendelegasi~n · ' >~ Kewenangan ; Pengelolaan . D()klirnen Pelaksanaan . . 
.. · ... •Anggaran· .· ,Pejabat Pengelola ,<i{et:langan Daerah · 

·· .·.· Kabupaten .Bengkalis. · · · · 
.Dalam hal p~rribay~an· belanja hibah berupa uang 

> dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus .juta 
•rupiah), dapatdilakukan 'secara bertahap, · 

:: ::j7), \·: P¢18.ksanaan•···p~fubayaran•. t3.h8.~ be!ikutnya dilakukaii'·· ·· .· 
' . ' ', '' .setelah penerima belanja hibah menyampaikan laporan 

.: penggunaan belanja: hibah ta.hap sebelumnya kepada 
. Bupati melalui PPKD dengan .tembusan .kepada SKPD 

> terkait · selaku pemberi rekomendasi. 

Pasal 23 



'.'.''%'.';f~J(jCt(~~;'.?~~;~it~~!~~~=~!~PWP); .. 
. - .· .. ·;. '::.·.:: ·>:······ -. :::::.; . ~-t:~;\,J._~;··\'.>< :7 

~ ': ;; :)-:i~~s(>;· : ., 
·.-.·,.,-.;,/·".: .. 

:6 .. " --~t~n~i rfili.gk~p; 4;,(erJ'.ip~t), bermaterai cuiqlp, 
_·-······•·•••·_ciitaJ1datangarii,:,dan,dil)l.lbuhi· cap.··. _·perusah~an 

;::~.claef~ata~ p~rsero.!n p_e:1}ePil1ahiba.h;_ _ • ·· · 
:<'r'.·;;):;{7-. ->:p~k_ ,< :,int~~tas. . yciri·~:- :-ditand~tarigani. · .dan 

• __ · .> ~e/111aterai ·cu~p; < - 

, _ , '-,'·-·t:. <; ~, ,3. ~filirian -,'sk-_ penu~jllkan __ sebagai · PA/KPA 
, . ' :-, \ ,- B dah K -t- ' , . · .·. _. ;"···· _ .· ,: en ctuara an or; -· . __ ,. · ' , · 

' ..-.~ ;;.. ·.. ···~-;.--:~·.'··. 

'S '~~1{''.~~K;s~~g,~~~;K~t~n:~.n~Jt 
... ·o: :,_,., .•. •._·····Be~d~ara y~g dile~ali~i.r'oleh Cam:t. setempat; • 
•. ,j ·_ 5. saliIJ.an rekeijlii~· bank·y~g masih aktif ~tas 

.. n~a-instan_::>i.dari/~tatl-rekening Kas Umum .• 

. . ,~lf ~~{~K.11,.~,,·r!J]ki,~ b<ink ~~ namal 
· -b~gi > - ·Kemert~rian/.>~egara/Lenibaga/Karitor/ 

., >>stttilan Kerj~/i'Yat1g -•n:i~n-~~pat ._.-~erigesahari:_oleh 

· tY:i ~;·v~!~~ff~1~anJ!i~;;i{;~~~fiiii 1NPHDJ; . 
' ':·_\'>• 8., -kwitansi rangkap 4' (empat), bermaterai cukup, 

:· : :, : - ·_ , ditan.ciatangani ,dan - : di1:)ubuhi cap. stemJ)el·.' 
... , , : , . '. ·, :·::~:-:k·dhstarisF \·,serta tdicanfuirikan · > .nama • · .. lerigkap ·· . 

·--;")::<·, ,_:· - · · pimpman instansi'atau Keprua Daerahr: · · · · 

.,~,1·>r"0~f ~~i~tJJLY~=t:::gki. a~+' 
pe!lggunaan b#Ianjahibah; dan · 

;\·.:.:-< i11:. suJ.at .•.•. -pernyatii'tl11- ;~Ki>t)/Bagian 
_,. · ··; -melak~f.lllakar1·· · · yerifikasi/evalu8-si 

z),· pen~airC3.ll•··hibaj?..: · .. -·. <,,/Z(~'.i''' <·•··x,, 

·t.::.I}. Hibali'tiri1:l1k:"t'Ja.<lilii'l.i8alia: fui1ik d.~~rah, te;diri···cifu.i: 
. ·' ,.,."·:·: ":.; v·:::·., 



. Penerima uang bertanggungjawab 
sepenuhnya -:ata.s - kebenaran _dan •· keabsahan dokumen 
persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) 
kep8:da·Pemerintah Kabupaten •Bengka1is. 

·- - .·. -. 

(3) Kwitansi sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
huruf b, dan huruf'. c merupakan syarat kelengkapan 

_ penerbitan SPPdan_bukan merupakan bukti pencairan 
belanja hibah; .·- . 

• I • 

Persyaratan adrninistrasi sebagaimana dimaksud pada. 
ayat •. · .' (2) •.... dibuat •rangkap 4 [empat) masing-masing 
untuk: .; · "' ", -. ·. · · · 

_ -. a. s~kl"e.tariatI)~erah sebanyak 3 (tiga) rangkap; dan 
· ·· ·.-. b .• SKPD/Bagiari-terkaitsebanyak 1 (satu) rangkap . 

.. -~:- ... ' ··_;: :. -· -. ·.:-~· • • - • • - - ---~ ' ' '<, - 

Berd~sarkiril<spp aan. SPM;· KuasaBUD menerbitkan 

···. _SP2I) 1JeliJlj8.'#~~~.·.:.-.· .. ·.·S: ·PiXM.>·,:.~.•···.··.-~.;.•.·.• , >.•:. 
Pen~}bium/::SPP, ' d~' ·.·· .... SP2D 

- "dimaksud •)i>~da·~·:<~y8:t .-· (5), ..•. - ... dilaksanakan 
ketentuan dati'>peraturan perundang-undangan . 

. ·::-: 

1. '. ·• surat ... permohonan · pencairan hi bah yang 
. 'diketahui oleh .Kepala Desa/Lurah dan Camat; 

2; •.. salinan •. KTP. yang masih berlaku atas nama 
·. pimpinan'.' .. · ... ·• .': ·.·.·. badan/lembaga/organisasi 

· · kemasyarakatan, .dan Bendahara yang dilegalisir 
oleh caffia.(setsmpat; · ... · · 

, • . 3. :; ~~~k~-_PerjanJ~i:m Hibah Daerah (NPHD); 
4. salinan .f~kenin~f bank yang masih aktif :t't~G~~p;1rn;;tz:~=~terai cukup, 

•··•·.·ciit~day-igruji ••. ··· k~tua/piII1pinan dan bendahara 
··-····· organi~asi 1kerriasyarakab:ln dan ' dibubuhi cap 

.··_. organisasi ··_serta ··dicalitumkan· nama lengkap 
_Ketua/Pimpinandan·.Bendahara; 

-~~ta-•·•··· int~~tas ditandatangani 
befinaterai cukup; 
stifat. pefhyataan . tanggung jawab mutlak 
penggunaari belanjahibahj.dan . 

~tirat perriyataan SKPD /Bagian bahwa telah 
melaksanakan verifikasi/ evaluasi usulan 
pencairan hibah. 

-··' .: 

c. .. . .. . . · .. badan, . .lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan; terdiri dari: 



' . . 
3. salinan KTP • atas ·· nama direksi perusahaan 

daerah atau perseroan; 
4. surat pernyataantanggungjawab; dan 
5. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan · perundang-undangan. 
Hibah untuk Badan'/Lembaga dan 
Kemasyarakatan, terdiriatas: 

.. Berita Acara ·serah-~T~rima rangkap 4 (empat), 
terdiri dari 2 (dua] .• · bermaterai cukup, 
ditandatangani oleh ketua/ pimpinan dan 
sekretaris, dibubuhi · cap 
badan/lembaga/ organisasi serta dicantumkan 
nama lengkap ketUa/pimpinan dan sekretaris 
badan/lembaga/ organisasi; 

Pasal 26 

21 

. . 

Bagi hibah untuk · pemerin'.tah dan pemerintal1 
· daerah lain; terdiri atas: i .· / · . ·. 

- Berita Acara Sera.ll<"teri~~ rangkap 4 [empat], 
bermaterai cukup, dfra.ndatangani dan 'dibubuhi 
cap instansi atau . Daerah lainnya serta 
dicantumkan nama .lengkap pimpinan instansi 
atau Kepala Daerah; 

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 
3. · salinan KTP atas nama pimpinan instansi atau 

Kepala Daerah penerimahibah; dan 
4. surat pernyataan tanggung jawab. 
Hibah untuk Badan .Usaha Milik Daerah, 

Berita Acara Seraif·Terirna rangkap 4 (empat), 
.bermaterai cukup,: ditandatangani •clan dibubuhi 
cap perusahaan daerah. atau perseroan serta 
dicantumkan namalengkap direksi; 

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 

- .. 

Pembayaran belanja .langsurig berupa hibah barang 
.atau jasa dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU/LS 
kepada penyedia barang/jasa dan mempedomani 
sistem dan prosedur . pengelolaan keuangan daerah 

· yang berlaku. 
Penyerahan hibah barang .atau jasa dilakukan oleh 
Kepala SKPD terkait kepada penerima hibah, setelah 

·. dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 

. . 

. ·SKPD/Bagian terkait melajrukan proses pengadaan 
·· barang .atau jasa_ sesuai DPA}l)PPA-SKPD, dengan 

·· .: ·· berpedoman pada peraturan •:perundang-undangan: 
> tentang pengadaan barang/jasa pemerintah setelah 

.· NPHD ditandatangani. . . .. . . . . 

Bagian Ketujuh 
Penyaluran Hibah BerupaBarang atau Jasa 



Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian 
hibah meliputi: 
a. permohonan/usulan dari calon penerima .hibah kepada 

Bupati; 
b. keputusan Bupati Bengkalis tentang penetap~ daftar 

penerima hibah; 
c. NPHD; 
d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan 

bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai 
dengan NPHD, · sebagaimana format yang .tecantum 
dalam Lampiran ·III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati 'ini; · · · 

e. Bukti transferuang (SP2D).ata~•pemberian hibah berupa 
uang, atau bukti serah .terima (Berita Acara) atas 
pemberian hibah berupa barang/jasa; dan 

Bagian Kesembilan . 
·Pertanggungjawaban .dan Pelaporan 

. Paragraf 1 . 
Pertanggungjawaban .. 

Pasal 28 

(2) Penerima belanja . hibah ·· dilarang mengalihkan hibah 
yang diterima kepada pihak lain. 

(3) Penerima belanja hibah wajib mengembalikan sisa 
dana hibah yang tidak digunakan sampai dengan akhir 

.·tahun anggaran. 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

··. dikecualikan bagi organisasi semi pemerintah tertentu 
yang dituangkan · dalam NPHD. . 

· (5) Sisa dana ·yang belum . digunakan sebagaimana .·· 
dimaksud pada ayat (3) .dan (4) .diperhitungkan dalam 
penyaluran hi bah berikutnya, · · c • · 

( 1) Penerima belanja · hi bah wajib menggunakan hibah 
sesuai NPHD dan/atau perubahan NPHD. 

Pasal 27 

· Bagian Kedelepan 
Penggunaan 

.. .. 

3. salinan KTP atas nama ket:ua/pimpinan dan 
sekretaris lembagaj'organisasl; dan · 

· .· 4 ... surat pernyataan tanggung jawab. 

2. Naskah PerjanjianHibah Daerah(NPHD); 

22 



3 .. salinan bukti serah terifua 68.t-arig aful.ljasa; ••· .. 
P~nerima hibah bertang~ngj~$ah atas k~beriaran daI! 
keabsahan laporan penggunaan hibah sebagaimana · 
dimaksud pada 'ayat (2) huruf a angka J dan Iruruf-b 

.. angkaL 

(4) Penerima hibah . selakt.J. objek, pemeriksa~,. wajib 
menyimpan bukti pengeluaran yang · lengkap 'dan sah 
atau salinan bukti serah terima barang atau jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka _3 
dan huruf bangka 3. 

(5) Penyimpanan bukti-bukti 'pengeluaran atau salinan 
'; bukti serah -. terima. barang atau jasa sebagaimana 

_ dimaksud pada ayat (4) .dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-uridangan. 

·•· (6) · · Format · pertanggungjawaban ·.. penggunaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 
dan 2 dan huruf b angka. 1 'dan 2 .tercantum dalam 

·. Lampiran IV.yang merupakanbagian#dakterpisahkan··.·. 
dari Peraturan Bupati ini. · 

Pasal 29 

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan 
material atas penggunaan hibah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungiawaban penggunaan hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ~ terdiri atas: 
a. penggunaan hibah berupa uang, meliputi: 

L laporan penggunaan hibah; 
2. surat pernyataan tanggungjawab 

menyatakan bahwa hibah . berupa uang yang 
diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; 

3. bukti-bukti pengeluaran yang .Iengkap dan sah 
sesuai peraturan perundang-undangan; dan ·· 

4 .. bukti setoian ke kas daerah atas sis~ d~a yang 
· tidak dipergunakan oleh penerima 'hibah. · 

penggunaan _ hibah · barang 
meliputi: · 

· L laporan pengguriaan hi~iJi;·,< 
>2. 

surat · pernyataan tanggungjawab dari .· penerima 
·. yang menyatakan bahwa hibah yang diterima 

digunakan sesuai dengan NPHD. 



pendukung 
yang tel ah 

dokurrien 
kegiatan 

e. lampiran berupa 
lainnya/ dokumentasi 
dilaksanakan. 

. . 

p~nutupberisiu:raian·'tentanghal-hal yang perlu .. 
untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait 

•. dengan kegiatari yang telah, dilaksanakan. 
c. laporal1 keuangan, meliputi: 

· l. realisasi penerimaan hibah; dan 
2. realisasi.penggunaan. 

d. shliila.Il laporan pertangg\ingjawaban (SPj). 
penggunaan hibah; · · 

2. · maksud dan tujuan, 
.rnaksud dan tujuan 
penggunaan hibah; 

3. ruang lingk:up kegiatan, · berisi hasil kegiatan 
yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal 
hibah yang telahdiajukan;'. ···. 

4. realisasi pelaksanaan .kegiatan berisi 'uraian 
tentang anggaranyang telah dibelanjakan. 

5. daftar personalia berisi uraian tentang panitia 
atau peserta yang ik:ut serta dalam kegiatan; dan 

beri~i uraian' ten tang 
disusunnya · laporan 

Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal. 29 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b 
angka 1 dibuat dengan sistematikameliputi: .. · 
a. sur3.t pengantar yang dituJUkan kepada Bup~tl 

Bengkalismelalui PPK-PPKD; ··· 

b. laporan kegiatan, terdiri atas: . .. 
1. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran 

umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang 
telahdilakukan oleh penerimahibah; 

PasalS'l · 

: ·.·····. :-: ..' 

Laporan pehggunaan hibah berupa uang dan barang atau 
jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal29 ayat (2) huruf a ·· 

. angka 1 dan 2 dan hun.lf b angka l dan 2, disampaikan 
oleh penerima hibah kepada Bupati paling lambat 1 (satu) 
bulan setelah selesai pelaksanaan ·· kegiatan a tau tanggal 10 

. bulan .Januaritahun anggaran berikutnya melalui: 
a. Sekretaris'Daerah selaku Pengguna.Ariggaran DPA-PPKD 

yang diserahkan melalui PPK-PPKD:untuk hibah berupa 
uang dengan tembusan SKPD terkait; 

. . . 

b. Kepala SKPD -. selaku pengguna anggaran untuk hibah 
berupa l)arang dan/ataujasa. 

Pasal 30 



(5) 

(4) 

(3). ·. PPKD melakukan pencatatan realisasi hibah, untuk 
selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah dalam tahun · anggaran berkenaan. 
Hi bah ~erupa bafang atau 'jasa yang belum diserahkan · 
kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun 
anggaran berkenaan, .dilaporkan sebagai persediaan 
dalam .neraca. · 
Realisasi hibah• berupa · barang · atau jasa dikonversikan 
sesuai Standar Akuntansi Pemerintah pada laporan 
realisasi anggaran dan diurigkapkan pada catatan atas 
laporan < keuangan dalam ·. . penyusunan Laporan 
Keuangan DaerahPemerintahDaerah. 

(6) Format kollversi\~ chm pengungkapan hibah berupa 
barang , clan/ atau .jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (?).tercanturn dalamLampiran IX yang merupakan 
bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

.••• <. i '. \. . 
Pasal 33 · 

.·(1)···· oaifiln.<.h.ill5:Peilerima .' -: •tidak .. · .. menyampaikan 
pertanggtl.Il~awapan .sampai · dengan batas akhir 
sebagaimana.dim~sl.ld dalam pasal 30, Pemerintah 

· · Daerah :r:nemberikan• pe:rlngatan · pertama secara tertulis 
kepadapenerima hi bah. .· ·· 

(2) Apabila da.lam'°waktu 2 (dua) minggu setelah 
peringatan pertama diterimaoleh-penerirna hibah, dan 
penerima .. hibah ... tetap ...•.••.. tidak menyampaikan 
pertanggungjawaban yang· dipersyaratkan, ·Pemerintah 

.·· . _ Daerah memberikan peringatan kedua secara tertulis 
· kepada _penerima hibah. 

. ' :'_::-:' :.·:·:···.·:'::::· 

Hibah ~erupa; lifuig clica~t ··.· sebagai realisasi jenis 
... · _ belanjafhibah Xpada :pPKD :'dalam tahun anggaran 

· •···· ' berkenaan. · ···· · 
.: ..• Hibah··· perupa~b[r~g ~tEt~J~~adicatat .sebagai realisasi · 

obyek belanjci hibah padajeni~ belanja barang dan jasa 
dalam program dan 'kegiatan pada SKPD terkait . 

.'.. .. : ·'·': : ·~. .. '. _-- ." 

(2) .. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
·. bermaterai cukup ··danditalldatangani, serta dibubuhi 

cap oleh ketua/kepala/pimpinan instansi pemerintah, 
bupati/walikota, ·· direktur, . atau ketua/pimpinan 
organisasi .rnasyarakat. 

(3) .. Format· .• Japoran/ penggunaan hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) danayat (2), tercantum dalam 
Lampiran IVyang.rnerupakan·bagian tidak terpisahkan 

· dari Peraturan .. Bupati · ini. 



·-~-~ -~- --- ----------~--- 

Biaya .pelaksanaailiaudit sebagaimana dimaksud pada 
· ayat (2) dibebankan pada penerima belanja;hibah yang 
bersangkutan .. 
Laporan hasil · ~udit belanja hibah berupa uang 
sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) dan ayat (2) 
disampaikan kepada -. Bupati melalui Irispektorat 
Kabupaten Bengkalis dan merupakan bagian dari 
laporan pertanggungjawaban dengan · · ··· tembusan 
disampaikan kepada PPKD dan SKPD /Bagian pemberi 
rekomendasi. 

peraturan ketenttian b. kepatuhan terhadap 
peruridang-iundangan. 

(1) Penggunaan belanja hibah berupa uang, barang/jasa 
sewaktu - waktu dapat dilakukan audit/ pemerinksaan 
oleh APIP (AparatPengawas Internal Pemerintah). 
Penggunaan belanja hibah berupa uang dengan nilai 
mulai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) keatas 
wajib diaudit oleh APIP . (Apaiat Pengawas .. Internal 
Pemerintah) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) paling 

.lambat 25 ·:,(dU.a puluh lima) .hari .kerja setelah 
pelaksanaan .kegiatan .. selesai ··.··dan/ atau akhir tahun 
anggaran. 

(3) Audit sebagaimana 'dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan meliputi : 

-. a. kesesuaian penggunaan belanja hibah' dengan 
NPHD dan rencana anggaran belanja (RAB); 

Pasal 34 

Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah 
peringatan keduaditerima oleh penerima hibah, dan 

.. · penerima ..... hil:)ah· ....•• tetap .. tidak .. menyampaikan 
· pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemerintah . 

· · Daerah memberikan peringatan ketiga secara tertulis . 
kepada penerima.hibah. · 

· Apabila dalam.vwaktu 2 (dua) minggu' setelah 
peringatan ketiga diterima oleh penerima hibah, dan 
penerima . hibah · tetap . · tidak menyampaikan 
pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Bupati 
menugaskan Inspektorat Kabupaten ., Bengkalis untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap · penerima hibah 
dimaksud. · 
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Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau 
keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

· _ ayat (3) huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada 
'. individu dan/atau·_keluarga yang direncanakan dan 
yang tidakdapatdirencanakan sebelumnya. 

(2) Bantuan sosial .' yang direncanakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dialokasikan kepada individu 
dan/ atau keluarga yang .· sudah · jelas nama, alamat 
penerima dan besarannya pada saat peri.yusunan 
APBD. 

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dialokasikan uritu.k kebutuhan akibat resiko sosial 

.··yang tidak dapatdiperkirakan pada saat penyusunan 
.. APBD yang •· apabila ditunda penanganan11ya akan 

menimbulkan .resiko sosial yang lebih besar bagi 
· individu dan/ atau keluarga yang bersanglrutan. 

Pasal 36 .·· 

(3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi: 
a. individu, keluarga,. dan/ atau masyarakat yang 

mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat 
dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau 
fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan 
hidup minimum; 

.. •' . 

-b. lembaga .non \pemerintahan···· bidang pendidikan, 
keagamaan, · dan · bidang lain yang berperan untuk 
melindungi individu, kelompok, dan/ atau 
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko 
sosial. 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial 
kepada anggota/kelompok - masyarakat sesuai 
kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara 
selektif, dengan .terlebih dahulu memprioritaskan 
pemenuhan belanja urusan wajib sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan . 

. Pemberian bantuah sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian 

.. ··· sasaran program dan kegiatari pemerintah daerah 
·· _dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalisme, dan manfaat uritukmasyarakat .. 
. . . 

Bagian .Kesatu 
Umumv. 

BAB IV .. 
BANTUAN SOSIAL 
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a. rehabilitasi sosial; 
-- b. pe~Ihidungan sosial; 
c. peh{b~tdajaan sosial; 

- d. jaminan sosial; 

Pagu a.!?~asi angg~an yang ticliikdapat direncanakan __ -i< 
sebeluriillY8:seb~gaimana dhnetksud- __ pada ayat-(3)--tidak'·-·· 
melebihi pagu _ alokasi _ anggarari yang -- 'direncanakan 
sebagaimana dimaksud pada a}"at (2). -. 

• .. ·· :, ·-.·...... ' 

(1) Pemberian bantuan sosial harus dilaksanakan dengan 
ketentuan: - 
a. selektif; 
b. me~en~hi' persyaratanpenerima bantuan sosial; 

---b~.rsifat sementaradan tid_kk.ierus-_menerus, kecuali 
qru~:ke~daan tertentu c1apf_l(berkelanjutan; dan 
se~uaj dengan. tujuan pellggilii8.ari. 

Krit~ria s~I~lctir sebagaiman~-cliritak~ud pada ayat (1)­ 
huruf'. ~ .diartikan bahwa bantuan sosial hanya 
diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk 
melindungi dari kemungkinan .resiko sosial dan tidak 
untuk diberikari kembali -sebagai bantuan kepada 
pihak lainnya. - - 

-. Kriteria::;persyaratan _penerim·~;~_ka.ntuan 
dimaksud padaayat (1) hurufb.meliputi: 

rri~Irlilik1fadentita.s yang jd~s;_ ~~ / 
b. berkedudl1kan dalam __ --~layah 

pemerintah Kabupaten BengkaJis.-- 
Kriteria"bersifat sementara dan _ tidak terus menerus, 
kecuali dalam - keadaan tertentu dapat berkelanjutan _ 
sebagaimanadimaksud pada.aya~-(1) hurufc diartikan.- '. -_• 
bah\\Ta pernberian bantuan S()sial ticlak wajib dan tidal{.< 
harus ~d~F'erikan setiap taiiu11:.~ggai-an. _ _ _ __ · 

--i{~a_d~~~:··ierteiitu-dap8.t·:befk6Iarijutan- sebagairiuuia·::- -- -: 
--- dim~sud:- pada _ ayat • (1) hl.lTiif~ c diartikan bahwa 

bantuan sosial dapat diberik:an >setiap tahun anggaran 
sampai penerima bantuan telah1epas dari resiko sosial.: 

(6) Kriterl8. : .; sesuai --- tujuan penggunaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) b.l.J.ruL,d diartikan bahwa 
tujuan pernberian bantuan sosial meliputi : 

.. ·' .. ···.:· - . .. • .. 

Bantllaiisosi~·beI"sifattidak men~tdkt tidak wajib serta 
_ digun_akan ~~suai dengan proposal yciIJ.g_diajukan dan 
dianggarkan (!~afu'AJ>BD. · ./~i'<~c , · -- 

-. ,,. Pasal 38 



(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam 
P<isal38 ayat·(6)-hurufa ditujukan untuk memulihkan 
dan merigernbangkan ' kemainpuan seseorang yang 
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan. 
fungsi sosialnya secara wajar. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah 
dan menangani resiko dari guncangan dan .kerentanan 
sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar 
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 
kebutuhan dasar minimal. 

(3) Pemberdayaan ·.· sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat(6)huruf c ditujukan untuk menjadikan 
seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami 
masalah sosial mempunyai •.• daya, sehingga mampu 
memenuhi kebutllhan dasarnya, 

{4} Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga 
urituk menjamm . penerima' ~antuari agar dapat 
memenuhi kebutuhan dasarhidupnya yanglayak. 

(5) Penanggulang~- kemiskinan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, 
program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, 
keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai 
atau rnempunyai sumber mata pencaharian dan tidak 
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi 
kemanusiaan. 

· <. . Bagian Ketiga ... 
Tujuan dan Jefiis Kegiatan 

Pasal40 

Bentuk resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat · (2) meliputi: 

a. resiko yang. terkait dengan >sildus hidup seperti 
kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik 
dari/atau mental," masyarakat terlantar, anak - anak 
yatim piatu, orang lanjut usia/ jompo, dan orang sakit; 

b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi seperti fakir 
miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, 
dan tuna wisma; ·· · 

c. resiko yang terkait dengan lingkungan seperti 
kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor,bencana 
alam lainnya, dan keterisolasian/ masyarakat tertinggal. 

Pasal39 

e. penanggulangan kemiskirian; dan 
f. penanggulangan bencana. 



Jerds·:~eEiiatan _- .. .pemberdayaan .sosial ·.yang 
'dibe.rikan belanja bantuan sosial meliputi : 

_ ••• a.!;p~·l'liI1gkatan•kemauan .dan .kemampuan; 
· · 1/·~~1a.tilianketerampilan; · . 

c;.>p.epilat:ari.usaha dan tempat usaha; 
peningkatan akses pemasaran hasil .usaha; 

.penataen Iingkungan; 
stipervisi dan advokasi sosial; dan 

·g~ .pendampingan. 
Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan 
belanja · bantuan sosial meliputi . tunjangan 
berkelanjutan dan bantuan ruran asuransr 
kesejahteraan sosial. 

••Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan ·yang dapat 
(:lib~rikar1 belanja bantuan sosial • meliputi: 

penYuiuhan dan bimbingan. sosiak 
pelayfu-lan sosial; ··. 

;J~l"lyedi~ari'keseinp~tan kerja dEinberusaha; 
pgI19~cliaan'ak~es kesehatan dasar; ·_ 

- -~} penyediaan akses pendidikan · dasar; dan 
f'./p~nyediaan akses pelayanari perumahan dan 

pemukiman. - 

Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat 
diberikan belanja bantuan sosial meliputi: 

~ .. . . . 

penguatan kelembagaan; 
.. ,- . :·. 

advokasi sosial; dan 

. -_, ... , - --· 

. µe11iskegiatan rehabilifusi sosial ·yang . dapat diberikan 
'>·.l:>tffitu8.Il ~osial-•I11eliputi: 

;~~',[~~:Z:'!:t=:= 
'2Y hhhbingan.fisik; dan 

> ·a..· bimbinkansosial dan konseling. 

Jenis "kegiatan perlindungan sosial yang dapat 
diberikanbelanja bantuan sosial rrieliputi: 

bantuan Iangsung; 

(6) - Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud 
dalam .Pasal • 38. ayat (6) huruf fmerupakan serangkaian 

_upaya · yang ditujukan untuk. rehabilitasi · pasca 
bencana. · 



' ' 

(2) Surat _cpermohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilengkapi dengan proposal, persyaratan 

.administrasi dan dokumen teknis belanja bantuan 
sosial ... disampaikan dan. diadministrasikan/dicatat 
melalui bidang yangmelaksanakan fungsi surat masuk 
pada SKPD . terkait atau Bagian Kesejahteraan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. 

(3) SKPD/Bagian sebagairriana dimaksud pada ayat (1) 
melaJruk:an penyeleksian .... · terhadap permohonan, 

·. dokumen proposal, persyaratan administrasi dan 
dokumen teknis usulan bantuan sosial untuk 
selanjutnya 'disampaikan .. kepada Bupati dan apabila 
terdapat ketidaksesuaian ·. antara surat permohonan 
dengan dokumen proposal darr/atau tidak memenuhi 
kelengkapan /persyaratan secara ... · administratif maka 
surat permohonan dan/ atau dokwnen proposal 
dan/ atau persyaratan administrasi dan/ atau dokumen 
teknis usulan bantuan .sosial dikembalikan kepada 
pemohon yang bersangkutan. 
Usulan bantuan so~ial sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) disampaikan melalui SKPD /Bagian sesuai 
dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan 
meliputi: ·. · · . 

· bidang pendidikan termasuk pendidikan menengah 
- dan pendidikan :/tinggi dilaksanakan oleh · Dinas 
-Pendidikan Kabupaten Bengkalis; 
bidang . k~sehatan dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bengkalis; 
bidang pek~rjaan umUl"Il. dilaksanakan oleh 

· Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis; 
bidang tit:cl koili, ta.ti{ ruang dan pemukiman 
dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan 
PemukimanKabupaten Bengkalis; 
bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan 
Llngkungan Hidup Kabupaten .Bengkalis; 

Perorangan, i~eluarga, dan/atau masyarakat serta 
lembaga .·non. pemerintah mengajukan permohonan 
tertulis bant.Uan sosial kepada=Bupati melalui SKPD 
/Bagiari terkait. · 

< > . _ .. Bagian Keempat . . 
-: Pengajuan dan Persyaratan Permohonan 

penyediaan penyiapan · pasokan pemenuhan 
kebutuhan dasar, . berupa .air . bersih dan sanitasi, 

.. pangan, sandang,.kesehatan, dan penampungan; 
pemulihan darurat prasarana dan sarana; dan 
bantuan perbaikan rumah masyarakat. 



: .. · 

''bidang pemberdayaan masyarakat dan .·· desa 
· .. dilaksanakan oleh Badan ... Pemberdayaan 

.c.Masyarakai .. dan · Pemerintahan Desa Kabupaten 
c"Bengkalis; . . ir .bidi:lng perpustakaan .· dilaksanakan oleh Badan 

Perpustakaan Umum, Arsip dan .: Dokumentasi 
Kabupaten Bengkalis; . .. . .; . .. . 

s. bidang pertanian dan ·petern~an _dilaksanakan oleh 
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten 
Bengkalis; 

t. bidang energi dan sumber daya mineral 
dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi 
Kabupaten Bengkalis; 

32. 

f. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga 
berencana dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan 

.. Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten 
.· .. Bengkalis; 

· .. ·•.g: bidang keagamaan/peribadatan .. dan bantuan 
· · ··· pendidikan · keagamaan dilaksanakan oleh Bagian 

Kesejahtaraan Sekretariat Daerah Kabupaten 
.Bengkalis; 

h. ; p~dang kepemudaan, olah . raga, ··. selli budaya dan 
· .··pari'Yisata dilaksanakan oleh . Dinas . Pariwisata, 

Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga · Kabupaten 
Berigkalis; ·· · · 
·, ... :. ' 

bidang otonomi daerah dan ·. pemerintahan 
dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Bengkalis; 

J. bidang sosial, kesejahteraan sosial dan panti 
asuhan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten 
Bengkalis; 
bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Bengkalis; · 
bidang · koperasi dan usaha kecil menengah 
dilaksanakan oleh . Dinas Koperasi, Usaha Mikro 
Kecil ·dan Menengah Kabupaten · Bengkalis; 

.m .. bidang politik dalam negeri dilaksanakan oleh 
·Bad.an· Kesatuan Bangsa dan · Politik Kabupaten 
Bengkalis; 
bidang . pertahanan ··•dan ·· keamanan, ketertiban 
umum dan perlindungan masyarakat · dilaksanakan 
oleh Satuan Polisi Pamong .. Praja Kabupaten 
Bengkalis; · 

o. bidang perusahaan daerah dilaksanakan oleh 
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah 
Kabupaten 'Bengkalis; I 

.·.· p. bidang ketahanan pangan dan penyuluhan 
· dilaksanakan oleh Badan . Ketahanan Parigan dan ·I 
Penyuluhan Kabupaten Bengkalis; 



. bidang ke18.l.ltan dari\perikanaii dilaksanakan oleh 
Dinas · Kelautan 'dan ·· Perikanan Kabupaten 
Bengkalis; . ·. .. < . 

bidang perkebunanc'dan kehtitanan. ·dilaksanakan 
"oleh Dinas Perkebunantdan Kehutanan Kabupaten 
Bengkalis; · · · · ·· 

w. bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan '. 
< . ,oleh· Din.as 'Perhubungari, · Komunikasi dari .. · 

·· ~.. .· IziformatikaKabupaten Bengkalis; 
x .. bidang .. perindusfrian .. d~ perdagangan 

dilaksanakan oleh. Dinas Perindustrian dan 
....• ;i>erdagangfili KabupatenBengkalis. 
Dal~ fangk,a rne1akuk:an · -: peiiyeleksian terhadap 

.. · · permohonan, ) dokumen proposal, persyaratan 
administrasi dan dokumen tekriis usulan bantuan -. 

· sosial sebagaimana ciiinaksud /pada ayat (2), Kepala 
SKPD/Bagian .dapat 'membentuk .. tim seleksi usulan 
permohonan bantuansosial. ·· · .,'. > -. . . .: ·... ":F .· 
Permohonan • .tertulis. .. sebagaimana dimaksud pada 
ayat ·(1) dilaksanakanjdengan . J ketentuan sebagai · 
beriku t: · · .- >· · 

a. 'bagi lembaga . non :pein.e~~~an, dibubuhi 
, .• .stempel .· 'dan ditandatangani oleh ketua 

s~lrretaris;·~tau sebutanlaJn;·d~ .. · . 
{{§~antuan .. ~9sial di~~~ Rpi~oc):.000,00 . {lima ratus 

ribu' rupiah) bagi }indiVi.dl.l~ .keluarga, dan/ atau 
. '.-masyarakat, . ditandatangani oleh pemohon dan 

.diketahuitserta dibubuhi. cap Stempel R..T/RW dan ,• 

.kepala desa/lurah 'setelD.pat. · · ', r . 

F6~at ~fu:dt.•··· .. penhhh6nan -v 1:ertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) .tercantum dalam Lampiran V 

.. yang ·.merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini · .· ., 

Pasal 43 •··. 

Permohonan: ~ertulis bagi lernbaga non .· pemerintah 
. sebagairnana dimak~-Ud> ·d_al~;- Pasal 42 · ayat .·:·(6)> 
huruf a, dilengkapi · proposal .yang memuat informasi . 
ten tang: 
a~ );:ifu belakang; 
b. :rri~sud 'dan ·tujua11;"-''.: 

· .. :~ .. hasil yang diharapkan; 
.·l~kasi pelaksanaan;: 
waktti pelaksanaan;' ·:';. 

data umurr,i organisasiylembaga; 
alamatlengkap; -' · .... ··. 

· daftar personalia '. •T pelaksana dan 
·. 'kepengurusan lembaga; 



Dalam melaksanakan evaluasi ... usulan permohonan 
bantuan sosial sebagaimana 'dimaksud dalam pasal 45 
ayat (1)~ KepalaSKPD/Ba_gian membentuktim evaluasi 
usulan .permohonari· bantua.n sosial .. :· .. .· 
Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melaksanakan evaluasi . permohonan bantuan sosial 
meliputi aspek · legalitas · .. · dari •.. administratif serta 
substansi kegiatan, kewajaran dan kepatutan biaya 
yang· diusulkan. 

Pasal 47 

Rekomendasi . Kepala SKPD .: dari . pertimbangan TAPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan 
ayat · (3) menjadi dasar pencantuman . alokasi anggaran 
bantuan sosial dalam rancangan KUAdan PPAS. 
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud 
padaayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa 
uang dan barang. 

Pasal 46 

Pasal 45 

SKPD/Bagian sebagaimanadimaksud dalam .pasal 42 
ayat (4) melakukan evaluasi terhadap keabsahan dan 
kelengkapan persyaratan permohonan belanja bantuan 
sosial. 
Kepala SKPD/Bagian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa 
rekomendasi beserta daftar nominatif calon penerima 
bantuan sosial dan besaran bantuan sosial kepada 
Bupati melalui TAPD untuk mendapat pertimbangan 
dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Kepala 
Bagian Keuangan . Sekretariat. Daerah Kabupaten 
Bengkalis selaku PPKD • .. dan .Inspektorat Ka bu paten 
Bengkalis. 
TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada : ayat (2) sesuai dengan 
prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 
TAPD menyampaikan pertimbangan atas rekomendasi 
SKPD. disertai daftar nominatif calon penerima bantuan 
sosial kepada Bupati. 

Bagian Kelima 
Evaluasi Permohonan 

salinan K.TP yang masih berlaku. 
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- ----- ____; _;_ __ __;_;_ __ __;__;...,;_;_ _ __;_ 

b. surat peri'J.yatkan .tanggungjawab; 

. ·. . . . ' ' . 

a. akta notaris . rnengenai pendirian lembaga a tau ''• 
', dokumen lain yang .dipersamakan; 

. ' . .·._,.-._::,• ... ·.,. 

1. rencana anggaran biaya; 
j. nomor rekening bank yang masih berlaku; 
k. NPWP; dan 
1. penutup. 
Selain proposal .sebagalmana dimaksud pada ayat (1), 
permohonan bantuan sosial bagi lembaga non 
pemerintahan, wajib melampirkan persyaratan 
administrasi. 

(3) Persyaratan administrasi permohonan bantuan sosial 
bagi lembaga non -pemerintahan, meliputi: 

-- P~sa.I 44 

Permohonan terfulis bagi individu, keluarga, '<lan/ atau 
masyarakat sebagaimana dalam Pasal 42 .ayat (6) huruf b, 
memuat informasi tentang: -- 

. a. maksuddan tujuan periggunaan; 
b. jumlah bantuan sosial yang dimohonkan; 
c. identitas lengkap penerima bantuan sosial, terdiri atas: 

1. nama lengkap; 
_ 2. tempat/tangg~ lahir; 

3. alamatlengkap;.dan .. 
4. pekei_iaan/ aktlvitas_. 
salinarr/fotocopy nbmor rekening .atas nama penerima 
belanja bantuan sosial untuk bantuan sosial berupa 
uang denganjumlahdiatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta 
rupiah); dan - 

. . ·· .... · ' . 

c. surat keterahgan' doII1isili dari . desa/kelurahan 
setempat; _ __ __- . __ 

,. . ··. ·. .. 

d. izin operasionalj'tanda daftar lembaga dari instansi 
yang ·be!Wenang; 

e. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi 
lembaga 'yang kantornya menyewa; - 

f. .salinan Kartu'.'f ail.da Penduduk yang masih berlaku 
atas nama-ketua dan sekretaris atau-sebutan lain; 
dan · ·< · 

saliflan i~~~:r1hlg bail.k yang masih aktif- atas nama 
.: Iembaga dan dilegalisir oleh bank berkenaan. 

(4) Dikecualikan:~~-ketentuan pada ayat (1) huhir k dan 
ayat (3) huruf a.: huruf d dan huruf f, untuk belanja 
bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah yang 
bersifat non formal yang berperan melindungi individu, 
kelompok, dlll}/ atau -- masyarakat dari kemungkinan 
terjadinya resiko sosial. 



--- .. ....;._ ....;,_ _ 

Pasal 49 
.. ;···'.. .·· : •. . . ·.···' 

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud 
· .: · • dalam Pasal 48 ayat · (1) dianggarkan dalam ' kelompok 

belanja tidak lf11gsung, jenis b~lanja bantuan sosial,' 
·objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja 
bantuan sosial pada PPKD. · · 

(2) · Objek belanjabarituan sosial d~ rincian objek belanja 
' bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
individu dan/atau keluarga; 

barang/jasa (2) 'Belanja bantuan sosial berupa 
'. dicantumkan dalam RKA-SKPD. 

(3) · .. RKA~PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud 
<,pada ayat (1) clan ayat (2) menjadi dasar penganggaran 

belanja bantuan .sosial dalam>APBD sesuai dengan 
:<ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
<berlaku: · · · 

Pasal48 

.· (1) ... Belanja bantuan sosial berupa. uang dicantumkan 
dalam RKA-PPKD. 

Bagian Keenam 
Penganggaran 
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:··:- _:_-::_::>,-.~<~ 
(3) Evaluasi aspekIegalitas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) . yakni ·.··.·. dengan meneliti kebenaran dan 
keberadaan calon penerima bantuan sosial. 

(4) Evaluasi aspek administratif sebagaimana dimaksud 
.: pada ayat (2) yakni dengan meneliti kebenaran dan 

.keberadaan dokumen proposal · .pengajuan .bantuan 
)sosial. ·· 

.Evaluasi. aspek substansi, kewajaran dan kepatutan 
<-: biaya sebagaimana dimaksud 'pada ayat (2) yakrii 

dengan meneliti kesesuaian kegiatan yang diusulkan .· 
.. dengan program/kegiatan SKPD /Bagian dan/atau 

'·. tidak tumpang tindih dengan · program kegiatan 
SKPD/Bagian se:rta . kewajaran .. dan .kepatutan atas 

•....• ·:>setiap komponen biaya yang·.· diusulkan berdasarkan 
standar biaya sesuai dengan : ketentuan peraturan .. 

\-perundang - undangan atau biaya yang berlaku umuni 
di lingkungan Pemerintah ·Ka bu paten Bengkalis. 

.: Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi untuk 
selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD /Bagian. 
sebagai bahan pertimbangan penerbitan rekomendasi 

. . .. .. dengan format minimal sebagaimana tercantum dalam 
·... > Lampiran VI yarig.merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. . · 



( 1) SKPD menyiapkan rancangan Keputusan Bupati 
tentang daftar penerima bantuan sosial dalam bentuk 
uang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta 
mengajukan rancangan tersebut kepada Bupati melalui 
Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah 
Kabupaten .Bengkalis. 

Pasal52 

(1) Daftar penerima . dan besaran bantuan sosial 
ditetapkan · dengan . Keputusan Bupati berdasarkan 
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD. 

· (2) Penyaluran/penyerahan bant1Jan sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar 
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam 
Keputusan 'Bupati. 

(3) Penyalurarr/penyerahan bantuan sosial berupa uang 
dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dan 
disalurkan .melalui rekening Kas Umum Daerah ke 
rekening penerima bantuan sosial ... 

(4) Dalam hal ~ant1Jan sosial bernpa uang . diberikan 
dengan nilai sampai dengan Rp;?.000.000,00 (lima juta 
rupiah], • • maka > p~nyaluran/ · penyerahannya dapat 
dilakukan-melalui mekanisme.Tambah Uang (TU). 

(5) Penyalurarij'peiiyerahan .. bantuan sebagaimana 
dimaksud pada .ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi' 
sebagai bukti -penerimaan uang dan dibubuhi meterai 
secukupnya. 

Pasal51 

· .... -. :_ ... · 

(2) Pelaksanaan at1ggaran .bantuan · sosial berupa barang 
berdasarkan atas DPA/DPPA-SKPD. 

Pelaksanaari < ihiggaral1 bantuab > sosial berupa 
berdasarkan atas DPA/DPPA-PPKD. 

Bagian Ketujuh 
Pelaksanaan 

c. lembaga non pemerintahan. 
(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok 
belanja langsung yang diformulasikan kedalam 
program. dan · kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis 
belanja barang dan 'jasa, objek belanja bantuan sosial 
barang dan ·· rincian . objek belanja bantuan sosial 
barang 'yang . diserahkan kepada pihak 
ketiga/ masyarakat pada SKPD. 



.. ·.y.y 
. · .. ~~ 

Penerima 1.Jantuan sosial berupa'tuang mengajukan · 
permohonan pencairan bantuan sosial kepada Bupati 
melalui SKPD /Bagian ... .. terkait dengan format 
sel:>agaima.na terca.ntum dalam •Lampiran . VII dan 
merupakan'< .: bagian yang< tidak .. terpisahkan dari .· 
Peraturan Bupati ini. ··· · 

Permohonan pencairan bantuan .sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilengkapidengan persyaratan 
administrasi pencairan, meliputi: · ·· 

. . - 
a. Bantuan sosial untuk individu .terdiri dari: 

· 1 ~ sur~t permohonan penciilrarixbantuan sosial; 
2. salinan KTP atas nama penerima bantuari sosial; 

. 3. saliil.an rekening bEffik ·,yang masih aktif atas . 
penerima • bantuan .sosial dengan jumlah diatas 
Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah); 

.. .: > Bagian Kedelapan .... ·····••· ... · 
.PencairariBantuan Sosial BerupaUang 

pemberi: rekomendasi bantuan 
sosial meriyiapkan · rancangan Keputusan Bupati 
tentang daftar penerima bantuan sosial dalam bentuk 
barang/jasa sesuai bidang tugasnya berdasar~an 
Peraturan Daerah ten tang APBD ·dan ·Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD serta mengajukan draft 
tersebut kepada Bupati melalui Bagian Hukum dan 
HAM Sekre,~;;iriat Daerah Kabupaten Bengkalis. ·· 
SKPD/Bagian · terkait memberitahukan kepada calon 
perierima . bantuan sosial tentang anggaran belanja 
bantuan sosial yang .: akan .diberikan · sesuai dengan 
Peraturan Daerah tentang APBI>~·· Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD dan Keputusan Bupati 
tentang . penetapan daftar penerima bantuan sosial 

· dalam bentl.lkbarang/jasa. · · 

SKPD /Bagian terkait memberitahukan kepada calon 
penerima bantuan sosial tentang anggaran belanja 
bantuan sosial yang akan diberikan sesuai dengan 

.. Peraturan .,paerah •. ten tang. APBD,·, Peraturan Bupati 
t~ri!filig · Penjabaran .. APB.ti dan CKeputusan Bupati 
teI1tang penetapan daftar penerima bantuan sosial 
dalam bentuk uang. · 

Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam ·Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini . · 





atas nrurl~ peneriama 
.sosial; 

a. Bagi banfuan sosial untuk ·inaividu, .terdiri atas: 
L Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) 

.yang . bermaterai cukU:P, · ditan.datangani . dan . 
; :_ dicantumkan riama lengkap penerima bantl1an 

s.: sosial;" 

Penyerahan >bantuan sosial b~hip~'baiang ·anakukan i 
oleh Kepala SKPD penggunaianggaran bantuan sosial ·· 
kepada pene~~ ~antuan · sosial, yang meliputi: · 

BagianKesembilan .····.· .•.· .. ·.·. . .. 
'PenyaluranBantuari.SosialBerupa.Barang. 

PasaI 57 

SKPD · .. penggtina anggaran bantuan :s~sial melakukan ...•. 
proses pengadaan barang sesuai DPA/DPPA-SKPD dan / 
ketentuan . peraturan perundang-undangan ten tang · · ····· 
pengadaan ·bararig danjasa pemerintah. · .·· 

,. .· .. ·· . . . ... - - - . ·-.: .;._;. :. . . . 

.... _,_.:.:-' . .'"',' ::· ... : ... : ' ·,·.- .. ::·- 

.' ·Penerim~ ;~antuah}sosial/ berupa .. · uang .: bertanggungjawab . 
.. ·· sepenuhnya atas ·. kebenaran dan ' keabsahan dokumen 

·.·. <persyaratap sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 54 .ayat (1) 
.. ··.• .kepadaPemerintah Kabupaten Bengkalis. ·•.·.· .: · 

-.·- ,. 

Penyhluran/~enyerahan ·· banfuan sosial dalam bentuk ··· 
uang kepada Individuj' atau-keluarga yang tidak dapat 

.direncanakan sebelumnya "sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36· ayat (1) didasarkan .pada permintaan 
tertulis . dari individu ·. dan)atau keluarga yang 
bersangkutariatau surat keterangan dari pejabat yang 
berw~nang serta mendapat persetujuan .Bupati setelah 
dilakukan verifikasi oleh SKPD .terkait. · 
s!d>n. terkalt •. sebagaimana ~hn~sud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. 
Dinas · Sosial Kabupaten ~engkalis sebagaimana 
dimaksud .. ij)ada ayat (2):···~:meiakllkan verifikasi 
perrnohonan .bantuan sosial terkait resiko sosial seperti 
kelaparan, penyakit ·. kekuratJ.gan gizi, cacat fisik 
dan/atau mental, rriasyarakat .terlantar, anak .~. anak 
yatim .piatu, orang Ian jut. usia/jompo, orang sakit, fakir 
miskin, tuna -Msma, pelajar /rriahasiswa dari keluarga 
tidakmampu, ! kekeringari, banjir, gem pa burni, tanah .,. 
longsor ,; · . .ic:bencaria·. •. '> < alam .··.. Iainnya, dan · 
keterisolasian/ masyarakat tertinggal . 

Pasa155. 

Berdasarkan SPP dan SPM, Kuasa BUD menerbitkan 
SP2D. 



atas daerah 

Paragraf 1 · .. 
Pertanggungjawaban 

.Pasal 59 

. ( 1) -, Pertanggungjawaban · pernerintah 
~··· pemberian bantuan sosial meliputi: 

a. usulan/permintaan tertulis. dari calon penerima 
bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat 
yang berwenang kepada Bupati; 

· b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar 
.peneriina bantuan sosial; 
pakta-integritas dari penerima bantuan sosial yang 

· nienyatakan bahwa bantuan sosial yang ·diterinia 
akan digunakan sesuai dengan usulan; dan 

.. Bagian Kesebelas 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

( 1) Penerima bantuan · sosial wajib menggunakan uang 
dan/ atau barang yang diterima sesuai dengan 
peruntukan yang dicantumkan dalam proposal 

.·· · permohonaniyang .diajukan dan sesuai dengan yang 
.. ditetapkan dalam DPA. 

(2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang 
dan/ atau barang yang diterima kepada pihak lain. 

Pasal 58 

· Bagian Kesepuluh 
Penggunaan 

3. surat pernyataan pertanggungjawaban. 
Bagi bantuan sosial untukkeluarga, terdiri .atas: 

' . . 

1. Berita .Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) 
yang bermaterai cukup, . ditandatangani dan 

·· dicantumkan nama lengkap kepala keluarga 
penerima bantuan · sosial; 

2. salinan KTP atas nama kepala keluarga penerima 
bantuan sosial; 

3. · surat pernyataan tanggungjawab. 
c. Bagi bantuan sosial untuk kelompok 

masyarakat/lembaga non pemerintah, terdiri atas: 
1 .• Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) 

-yang bermaterai cukup, ditandatangani dan 
dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap 
ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok 
masyarakat/lembaga non pemerintah; 

2. salinan KTP ketua/pimpinan atau sebutan lain 
kelompok masyarakat/Iembaga non pemerintah; 

. 3. surat penyataan tanggurigjawab. 



( 1) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan Bagian 
Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) 
berkoordinasi denganrBendahara PPKD membuat 
rekapitulasi · penyaluran bantuan sosial kepada 
individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan .. sebelumnya paling lambat tanggal 5 
Januari tahun anggaranberikutriya. 

Pasal 61 

(5) Format pertanggungjawaban· penerima. bantuan sosial 
sebagamana dimaksud pada ayat (2) . huruf a dan b 
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

( 1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara 
formal dan materil atas penggunaan bantuan sosial 
yang diterimanya. 
Pertanggungjawaban . penerima bantuan sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. laporan penggunaan belanjabantuan sosial; 
b. surat:-~ernyataan ·ta.nggungjawab .yang menyatakan 

bahwa ·• bantuan sosial yang diterima · telah 
digunakan sesuai dengan ·. proposal yang telah - 
disetujui; - · >. _· .' . 

c. "bukti-b~kti ". pengeluaran yang lengkap dan sah 
· ... sesuai ketentuan peraturan . perundang-undangan 

bagi penerima bantuan sosial berupa uang; dan 
cl. salinan berit:C?t. acara Sera.ii terima barang bagi 

.. ·. penerima bantuan sosial berupa barang. 
/ (3) : Penerim~ ... -. barifiian sosial bertanggungiawab atas 

kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja 
bantuan .sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a. '-··, · 
Penerirria. -bantl.lan sosial selaku objek pemeriksaan 
wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti 
serah terima barang sebagaim8:11a dimaksud pada ayat 
(2) · huruf c dan huruf d dan dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. buktitransfer (SP2D) atas pemberian bantuan sosial 
berupa uang .atau bukti serah terima barang atas 
pemberian bantuan sosial berupa barang. 

(2) Pertanggungjawabari sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap 
bantuan sosial bagi inctividu dan/ atau keluarga yang 
tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

42 



·- - - ' - . . . : .· - ~ - -· . 

· .Barituan Sosia.l berupa barang yang belum diserahkan 
.. · kepada penerima bantuan .sosial sampai . dengan .. akhir 

tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai 
.. .persediaan da.larn · neraca. 
, · Re~is~s_i bantu~ sosia.l b£rupa barang dikonversikan 

•. sesuai · standar<.akuntansi pemerintahan .pada laporan 
; realisasi anggaran dan · diungkapkan pada catatan atas 

... Iaporan keuangan .. · da.la.in penyusunan laporan 
· )keuangan Pemerintah Kabupateri. 

Format k~nversl : dan perigun~apan bantuan sosia.l 
.berupa. barang .sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
.tercantum dalam LarripiranIx yang merupakan bagian 

· .tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

··.··Beiarij~, bantuan: .• · so~i~ ·b~htpa.· .uang, dicatat sebagai 
. realisasi Jenis iba.ntuan sosial pada PPKD dalam tahun 

· 'anggarari berkenaan. · · · 

Belanja bantuan sosial berupa barang, dicatat sebagai 
realisasi objek <.'bantuan 'sosial pada jenis belanja 

· ..' bara.ng dalam program clan kegiatan pada SKPD 
frerkait~ · ·.. · "· · 

PPKD mela.kukan pencatatan realisasi bantuan .. sosial, 
tintuk .selanjutnya dicantumkan pada Laporan 

. Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran 
"berkenaan. 

.·. -Laporan ·. penggiliiaan. bantuarif sosial berupa uang dan 
· barang dan · surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana 
dimaksud .dalam pasal 60 ayat-(2) huruf. a dan huruf b, 
disarnpaikan oleh penerima bantuan sosial kepada Bupati 1 

,(satu) .bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakail atau 
··· paling Ja1Ilbat<tangg£1. 10 bulan Januari 'tahun anggaran 

berik:utnya kepada: .· .· ' 

··a. Sekrefuiis I:>aera.h melalui ::/PPK ... PPKD lintuk bantuan 
sosial berupa uang dengant(!IIlbusan SKPD terkait; 
Kepala SKPD "selaku Periggutia Anggaran untuk bantuan 
sosial berupa barang. · 

masing-masing 



-,~- _:-~·-_::. ,: ./·· , 

Dengan diberiakllk~~a Peraturan Bupati .ini: 
·· Pemberian hibah >·aan bantuan sosial unnik tahun 
anggarari 2015 .tetap dapat dilaksanakan sepanjang 

. dianggarkan dalam APBD /Perubahan APBD Tahun 
Anggaran.2015; , .. 

b. Penganggaran, .pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 
dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi 
pemberian belanja .. hibah dan belanja bantuan sosial 
mulai tahun anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan 

__ ·. Bupati ini. · 

Pasa167. 

BAB VII 
KETENTUAN-.PERALIHAN 

BAB VI· 
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR .: 

Pasal 66 
Penganggaran, pel~~~aan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban .. serta monitoring dan · evaluasi 
pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial 
mengacu pada standar operasional dan prosedur 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Dalam hal -• hasil mo~itoring sebagaimana dimaksud __ dalam 
Pasal 62 ayat (2) terdapat penggunaan hibah danbantuan · 
sosial yang tidak sesuaidengan usulan yang telah disetujui, 
penerima hibah ·. atau bantuan sosial dikenakan sanksi 
sesuai peraturan ·perundang-undangan. 

.. 
·-Pasa1·65 

SKPD terkait ~e{~kan. mohitorlng dan evaluasi atas 
pemberian hibah' dan bantuan sosial. _ 

(2) Basil monitoringdan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan 
tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Bengkalis, 

(3) Tim monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan 
bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati . 

., .' BABV .·· 
MONITORING, EVALUf\Sl DAN PENGAWASAN 



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 40 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 

Diundangkan di Bengkalis 
padatanggal 9 September 2015 

t\V/H. AHMAD SYAH HARROFIE 

. - KABAGHUKUM 
PARAF KOORDINASI 

2015 

KASUBBAG 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis. 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2011 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten 
Bengkalis, khusus yang mengatur tentang belanja hibah 
dan belanja bantuan sosial, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal68 

BAB VI 
KETENTUANPENUTUP 
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